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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul“Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau
dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dusun
Pilanggot Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)” ini merupakan
hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang (1)
bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada kelompok ternak di
Dusun Pilanggot, dan (2) apakah praktik bagi hasil ternak sapi tersebut sudah
sesuai dengan sistem mudharabah.

Penelitianinimerupakanjenispenelitiankualitatif. Teknikpengumpulan data
menggunakan obervasi dengan cara mengamati langsung di Dusun Pilanggot,
selanjutnya dengan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi
penelitian, serta dengan dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melengkapi
data dan teori. Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu
menganalisis data berdasarkan hasil wawancara yang kemudian peneliti tarik
kesimpulan dengan pola pikirdeduktif yakni berangkat dari teori mudharabah
kemudian difokuskan pada praktik bagi hasil yang dilakukan di Dusun Pilanggot.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) kelompok ternak
di Dusun Pilanggot menggunakan akad mudharabah yakni akad masih berupa
lisan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, resiko kerugian belum
dijelaskan secara detail, bagi hasil masing masing dibagikan sesuai kesepakatan
awal dan penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan
menjadi tanda berakhirnya kerjasama, (2) bagi hasil ternak sapi kelompok ternak
di Dusun Pilanggot menggunakan sistem akad mudharabah di nilai dari rukun,
syarat, prinsip, dan sistem yang sesuai dengan mudharabah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi anggota kelompok ternak
yang melakukan bagi hasil untuk membuat perjanjian tertulis yang menjelaskan
syarat dan ketentuan tertentu seperti pembagian hasil, tanggungan dan resiko bila
terjadi kerugian sehingga akad kerjasama dengan konsep mudharabah ini
membawa manfaat dan berkah bagi kelompok ternak di Dusun Pilanggot.

Kata kunci: mudharabah, ternak sapi, bagi hasil
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A.

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan Islam di Indonesia mengalami peningkatan yang
signifikan. Terbukti semakin banyaknya lembaga keuangan Islam yang
beroperasi baik bank maupun non bank. Hal ini dirasakan oleh seluruh
kalangan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari juga menerapkan prinsip-
prinsip syariat. Seperti jual beli yang tidak mengandung unsur ribawi.
Praktik jual beli dalam Islam tersebut sudah diatur dalam Alquran surah al-

Bagqarah ayat 275:
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.””

Y Al quran, 2: 275.
? Departemen Agama RI, 41 Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1983),

47.



Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam jual beli yang
mengandung unsur riba telah dilarang dalam Islam. Hikmah yang tampak
jelas dibalik pelarangan riba yaitu terwujudnya keadilan antara pemilik
modal dan pengelola. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada
salah satu pihak tetapi keduanya berada dalam posisi yang sama.’
Pengembangan usaha tersebut dapat diterapkan dengan sistem yang
dinamakan bagi hasil. Sistem bagi hasil ini tidak hanya digunakan dalam
perbankan, tetapi juga pada usaha perekonomian lainnya. Salah satu usaha
yang menerapkan sistem bagi hasil adalah usaha ternak sapi.

Mulanya usaha ternak sapi hanya berkembang di beberapa wilayah di
Jawa seperti Magetan, Bondowoso, Jember dan Wonogiri. Saat ini telah
menyebar ke beberapa wilayah di luar jawa juga. Usaha ternak sapi ini ada
dua macam di antaranya usaha ternak sapi perah dan usaha ternak sapi
potong. Usaha sapi potong telah berkembang dalam bentuk penggemukan
sapi (Feedloot) yang didorong oleh banyaknya permintaan daging yang terus
meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2017, konsumsi daging sapi per kapita sebesar 0,469 kg
atau meningkat sebesar 12,50% dari konsumsi daging sapi tahun 2016
sebesar 0,417 kg.* Sedangkan produksi daging sapi sebanyak 486,32 ton.’

Pemerintah telah menetapkan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS)

> Hermansyah dan Sandi Rizki, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah

Dihubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata”, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dalam

PKM, No. 2, Vol. 7 (2017), 434.

* Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Keschatan Hewan, Statistik

f’ez‘emakan dan Kesehatan Hewan (Jakarta: Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2018), 71.
Ibid, 114.



tahun 2014 yang merupakan program unggulan Departemen Pertanian
terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak.
Sasaran utama program tersebut adalah meningkatnya ketersediaan daging
sapi domestik sebesar 90%. Program ini adalah peluang bagi Indonesia untuk
mengembalikan sebagai eksportir pada masa lalu. Program yang
dilaksanakan diantaranya dengan menumbuhkan kawasan-kawasan
penggemukan sapi potong berbasis kelompok dan peternakan perbibitan di
pedesaan berupa Village Breeding Centre dan Village Fattening Centre.®

Untuk mendirikan sebuah usaha perlu keahlian dan modal sebagai
syarat keberhasilan. Banyak orang yang memiliki keahlian yang memadai
tetapi tidak mempunyai keuangan yang cukup. Oleh karena itu para
pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki dana lebih.
Dengan adanya kerjasama maka antara satu pihak dengan yang lain akan
saling mengisi karena adanya ketidakmampuan seseorang dari salah satu
aspek.

Menurut Atmadilaga dalam Hariyono mengemukakan bahwa usaha
peternakan merupakan kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat ternak
melalui organisasi operasional. Secara umum potensi peternakan dapat
didefinisikan sebagai suatu kemampuan terpendam dan dapat dimanfaatkan

meliputi alam, sumber plasma nutfah, manusia dan hasil karya manusia yang

6 Akhmad Sodiq dan Nur Hidayat, “Kinerja dan Perbaikan Sistim Produksi Peternakan Sapi
Potong Berbasis Kelompok di Pedesaan”, Agripet, No. 1, Vol. 14 (April 2014), 56.



dbutuhkan dalam upaya pengembangan usaha peternakan agar dapat
meningkatkan produksi peternakan, serta kesejahteraan peternak.’

Usaha peternakan rakyat di Indonesia umumnya bersifat tradisional
dan metode pengolaannya masih menggunakan teknologi seadanya dan
hanya bersifat sampingan. Akibatnya, alokasi tenaga dan pikiran lebih
banyak diarahkan pada usaha pokok daripada usaha sampingan. Tidak
jelasnya tujuan pemeliharaan sapi potong di Indonesia merupakan faktor lain
yang berpengaruh pada rendahnya produktivitas ternak.®

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pengelola melakukan
sistem bagi hasil, diantaranya yaitu tidak adanya modal, permintaan
keluarga, ingin memiliki ternak sendiri, tuntutan ekonomi, adanya lahan,
tidak adanya pekerjaan, banyaknya waktu luang dan tambahan pendapatan
bagi penduduk. Sedangkan bagi pemilik modal yaitu tidak memiliki waktu
luang, keinginan ingin menolong, tidak adanya lahan, jumlah ternak sudah
terlalu banyak, ingin mendapatkan keuntungan, tidak tau cara
pemeliharaannya, umur sudah tua dan tak mampu lagi memelihara.’

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan
menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan atau usaha produktif.
Sistem bagi hasil ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemilik dana

dan pihak pengelola yang memiliki keahlian dan menajemen sehingga

7 Hariyono, M.B, dkk, “Potensi Ekonomi Budidaya Ternak Di Kawasan Madura Pasca
Suramadu”, JurnalTernak Tropika, No. 2 Vol. 11 (November 2010), 12.
8 y1. -

Ibid, 13.
? Zainabrinai, dkk, “Identifikasi Faktor Peternakan dan Pemilik Modal Melakukan Sistem Bagi
Hasil Tesengsapi Potong di Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru”, Jiip,
No. 1, Vol. 2 (Juni 2015), 12.



tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka akan
dibagi sesuai dengan kesepakatan. Islam telah mengajarkan bagaimana
kerjasama (berserikat) secara benar, saling menguntungkan dan terhindar
dari riba. Kerjasama (serikat) dapat dilakukan dengan lembaga maupun
perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah mudharabah.
Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan yang
disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah pengusaha, dimana
pihak bank menyediakan modal investasi atau modal kerja sedangkan pihak
nasabah atau pengusaha menyediakan proyek atau usahanya (biasanya untuk
pembiayaan berjangka waktu pendek dan menengah) atas dasar bagi hasil.
Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah yang menyangkut
kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan.
Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang diperbolehkan dalam
Islam adalah mudharabah, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya
syari’at (maqashid as-syari’ah). Mudharabah merupakan kerjasama yang
telah ada sebelum Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, yang
kemudian ditetapkan kebolehannya dalam Islam. Ketetapan hukum Islam
berkaitan dengan muamalah merupakan penetapan dan penegasan kembali
atas praktik-praktik yang berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu karena
muamalah tersebut sesuai dengan prinsip Islam serta mengandung manfaat

yang besar. '’

' Hermansyah dan Sandi Rizki Febriadi, “Implementasi Akad Mudharabah...”, 436.



Hakikat mudharabah dari segi modal, yakni modal yang diserahkan
adalah titipan yang harus dijaga oleh pengelola. Dari segi kerja, pengelola
berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku ketentuan
tentang perolehannya.'' Keuntungan yang didapatkan dari usaha peternakan
tidak hanya keuntungan ekonomi bentuk uang cash. Tetapi ditinjau dari
beberapa segi, seperti lingkungan, sosial dan religi.

Dari segi lingkungan, usaha ternak sapi dapat melestarikan
lingkungan karena menghasilkan pupuk organik yang dapat dimanfaatkan
bagi rehabilitasi lahan. Dari segi sosial, usaha ternak sapi dapat mengurangi
pengangguran dan menyediakan daging yang merupakan sumber protein
yang dibutuhkan untuk perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Dari segi
religi, peternakan sapi ikut menyediakan hewan kurban untuk umat Muslim.
Oleh karena itu, ada ataupun tidak ada program pemerintah untuk
mengembangkan peternakan sapi, umat Islam memiliki kewajiban untuk
melestariksn usaha peternakan sapi potong, baik terjun langsung sebagai
peternak atau melalui sistem bagi hasil.'?

Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat Indonesia sudah dikenal yakni
dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat
adalah bagi hasil dalam pengelolaan pertanian (maro, mertelu). " Sistem

bagi hasil ini sudah diterapkan di berbagai daerah secara turun menurun.

" Miti Yarmunida dan Wulandari, “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama
Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Agro Veteriner, No. 1, Vol. 5
(Februari 2017), 76.

"2 Sri Mulatsih, “Bagi Hasil dan Peternakan Sapi Rakyat”, Igtishodia, (November 2010), 18.

"> Muhlishotu Jannati Na’im, “Problematika Kontrak Baku dalam Akad Mudharabah di Lembaga
Perbankan Syariah”, An-Nisbah, No. 2, Vol. 3 (April 2017), 383.



Praktiknya pada masyarakat muslim terutama di pedesaan, kerjasama antara
pemilik hewan ternak dengan pemelihara pembagian hasilnya tidak jelas dan
tidak ditetapkan di awal kerjasama sehingga seringkali terjadi ketidakadilan
dalam pembagian hasil kerjasama.'* Meskipun mereka sendiri banyak yang
belum paham bahwa bagi hasil yang diterapkan telah sesuai syariat Islam
atau belum.

Salah satu daerah yang menerapkan kerjasama di atas adalah
kelompok ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab.
Lamongan. Dusun Pilanggot merupakan dusun yang memiliki kelompok
ternak serta jumlah peternaknya paling banyak dibandingkan Dusun Langkir,
Dusun Gabus, Dusun Wonorejo, Dusun Kanoman, Dusun Mojokerep, Dusun
Tlogogede dan Dusun Blumbungan di Desa Wonokromo. Hal tersebut dapat

dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 1.1
Jumlah Peternak Sapi di Desa Wonokromo per Juni 2019
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Sumber: Data dokumentasi lapangan

" Miti Yarmunida dan Wulandari, “Penetapan Nisbah Bagi...”, 71.



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah peternak paling
banyak di Dsn. Pilanggot sehingga terbentuk kelompok ternak di daerah
tersebut. Secara umum kegiatan kerja sama tersebut berawal antara peternak
dan pemilik modal. Mulanya peternak meminta kepada pemilik modal untuk
merawat sapi, lalu pemilik modal bersama dengan peternak membeli sapi
yang diinginkan keduanya. Kemudian peternak merawat sapi tersebut hingga
gemuk dan siap dijual.

Hasil dari penjualan tersebut dikurangi harga beli dan tersisa laba
yang akan dibagi rata dengan pembagian 50:50. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Rasid yang memelihara 2 sapi betina bahwa, “untuk
pembagian hasil tergantung kesepakatan antara peternak dan pemodal. Kalau
di saya pembagian rata 50:50.”"> Selain itu, Suto mengungkapkan bahwa
“bagi hasil antara saya dan pak Kasan sebesar 60:40. 60% itu untuk saya,
yang 40% untuk pemodal.”"®

Berdasarkan bagi hasil di atas dapat dilihat bahwa pembagian
keuntungan tidak terikat aturan tertentu. Akan tetapi atas dasar saling ridho
antara keduanya. Untuk pengobatan sapi jika terkena penyakit atau virus
akan ditanggung oleh pemodal, sedangkan biaya perawatan sehari-hari
ditanggung oleh peternak termasuk pakan dan minum.

Untuk musim peternakan, penjualan sapi jantan mengalami kenaikan
ketika Hari Raya Idul Adha. Sedangkan untuk jangka panjang lebih memiih

sapi betina untuk dikawinkan dengan cara injeksi yang ditanggung oleh

15 Rasid, Wawancara, Lamongan, 22 Maret 2019.
16 Suto, Wawancara, Lamongan, 22 Maret 2019.



pemodal. Selain itu cuaca juga memengaruhi para peternak untuk mengelola
sapi. Misalnya pada musim hujan peternak lebih mudah mencari rumput
untuk pakan sapi, sedangkan musim kemarau kesulitan untuk mencari
rumput dan peternak menggantinya dengan jerami.

Dari kerjasama di atas peneliti tertarik untuk meneliti kerjasama
yang dilakukan oleh para pemodal dan pengelola dalam melakukan bagi hasil
ternak sapi apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan mudharabah atau
belum dengan judul implementasi sistem bagi hasil ternak sapi ditinjau
dengan akad mudharabah pada kelompok ternak di Dsn. Pilanggot
Ds.Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan yang mayoritas kesehariannya

ternak sapi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, muncul beberapa
permasalahan di antaranya:
a) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagi hasil yang sesuai
dengan syariat Islam.
b) Pembagian hasil ternak sapi belum sesuai dengan akad
mudharabah.
2. Batasan Masalah
Untuk memfokuskan pembahasan, maka dibutuhkan adanya batasan

masalah, yaitu:
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a) Pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada kelompok teranak di
Dusun Pilanggot.
b) Praktik bagi hasil ternak sapi tersebut belum sesuai dengan sistem

mudharabah.

C. Rumusan Masalah
Agar peneitian ini fokus dan terarah, maka peneliti merumuskan
masalah dalam penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada kelompok
ternak di Dusun Pilanggot?
2. Apakah praktik bagi hasil ternak sapi tersebut sudah sesuai

dengan sistem mudharabah?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah uraian ringkas tentang penelitian yang pernah
dilakukan tentang masalah yang akan diteliti. Beberapa penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian Nur Husna yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah
pada Petani Bawang Merah : Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan
Baraka Kabupaten Enrekang”. Tujuan penelitian Nur Husna ini salah

satunya guna mengetahui bagaimana tingkat penerapan bagi hasil yang
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sesuai dengan syariat Islam pada petani bawang merah di Desa Pandung
Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.'’

Metode penelitian yang digunakan Nur Husna sama dengan peneliti
yakni mengunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi
kasus yang merupakan pengujian secara rinci terhadap satu orang objek
atau satu latar atau satu tempat penyimpanan dokumen dimana
pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
Selain itu sama-sama meneliti implementasi bagi hasil mudharabah pada
usaha kelompok di suatu desa. Perbedaan dengan peneliti adalah yakni
Nur Husna meneliti petani bawang merah sedangkan peneliti meneliti
peternak sapi.

2. Penelitian Indra Azhar Ahmad yang berjudul “Efektifitas Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Peternakan dan Penggemukan
Sapi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas program
pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yang menjadikan
penggemukan sapi sebagai basis pelaksanaan program.'*Perbedaan
penelitian Indra dengan peneliti, yakni tujuan peneliti untuk mengetahui
implementasi sistem bagi hasil ternak sapi dengan konsep akad

mudharabah di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo.

"7 Nur Husna, “Implementasi Akad Mudharabah pada Petani Bawang Merah : Studi pada Desa
Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” (Skripsi — UIN Alauddin Makassar,
2018).

' Indra Azhar Ahmad, “Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis
Peternakan dan Penggemukan Sapi” (Skripsi — UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).
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Selain itu pada metode penelitian, penelitian Indra menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanasi dan eksploratif.
Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik profitability index
atau benefit and cost ratio. Sedangkan peneliti menggunakan kualitatif
deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang menguji
secara rinci terhadap satu orang objek atau satu tempat penyimpanan
dokumen dimana pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan
dokumentasi.

Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama meneliti usaha ternak sapi
di suatu daerah.

3. Penelitan Muh. Al Imran yang berjudul “Implementasi Prinsip Akad
Mudharabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang .
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan akad
mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang sudah
sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariah Islam.'” Tujuan
penelitian Muh. Al Imran dengan peneliti memiliki persamaan yaitu
untuk mengetahui penerapan akad Mudharabah .

Metode yang dipakai dalam penelitian Muh. Al Imran sama dengan
peneliti yakni dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya
Muh. Ali Imran meneliti pada suatu perusahaan asuransi sedangkan

peneliti meneliti bagi hasil ternak sapi.

' Muh. Al Imran, “Implementasi Prinsip Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga
Cabang Malang” (Skripsi — UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
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4. Penelitian Mukhamat Khairudin yang berjudul “Praktik Bagi Hasil

Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
Menurut Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah fokus pada
masalah akad peaksanaan bagi hasil, keuntungannya dan modal yang
ditinjau dari hukum Islam.”® Dari tujuan tersebut terdapat persamaan
yaitu sama-sama meneliti bagi hasil sapi dan juga ada perbedaan dengan
peneliti, yakni peneliti lebih spesifik dengan akad mudharabah sedangkan
penelitian Mukhamat Khairudin yang lebih umum.
Untuk metode yang digunakan Mukhamat Khairudin adalah metode
penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analitik,
untuk menganalisis, memecahkan masalah dengan merujuk kepada
Alquran, hadits, kaidah fkih dan pendapat para ulama. Perolehan data
bersumber dari pelaku bagi hasil dan tokoh masyarakat. Sedangkan
peneliti yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan
menggunakan pendekatan studi kasus dimana pengumpulan data dari
hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

5. Penelitian Irawan yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat”. Tujuan
penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil gaduh
pemeliharan hewan ternak berdasarkan hukum adat di Desa Temboro
meliputi latar belakang terjadinya perjanjian, bentuk perjanjian bagi

hasil, hak dan kewajiban perjanjian, jangka waktu perjanjian, dan

% Mukhamat Khairudin, “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan
Kabupaten Purworejo Manurut Hukum Islam” (Skripsi — UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).
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penyelesaian konflik.?' Tujuan penelitian Irawan ini ada perbedaan
dengan tujuan peneliti yaitu berdasarkan hukum adat sedangkan peneliti
dengan akad mudharabah . Persamaan dengan peneliti dalam hal metode
yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.

6. Penelitian Riska Sumarti yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi

Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar
Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini terfokus pada masalah
mekanisme bagi hasil, modal dan keuntungan yang ditinjau dari hukum
Islam. Terdapat persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti
bagihasil sapi namun peneliti lebih memfokuskan pada satu akad yakni
akad mudharabah.
Metode yang digunakan Riska Sumarti dalam penelitannya adalah
metode field research, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik,
untuk menganalisis, memecahkan masalah dengan merujuk pada
Alquran, hadits, kaidah fikiah dan pendapat para ulama. **Sedangkan
peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang datanya diambil
dari lapangan.

7. Penelitian Achmad Wahyu Brilliyanto yang berjudul “Implementasi
Akad Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Mandiri
Wonogiri”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui

bagaimana implementasi akad Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil

*! Trawan, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan
Hukum Adat” (Skripsi — Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

** Riska Sumarti, “Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa
Langko Kecamatan Lingsar Persoektif Ekonomi Islam” (Skripsi — UIN Mataram, 2017).
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(BMT) Mitra Mandiri Wonogiri sudah sesuai dengan teori akad
mudharabah dan bagaimana jika dalam pelaksanaan akad mudharabah
terjadi wanprestasi.”> Persamaan penelitian Achmad dengan peneliti
adalah sama-sam menelti implementasi akad mudharabah apakah sudah
sesuai syariat Islam atau belum. Selain itu, jenis penelitian menggunakan
analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara
wawancara.

Perbedaan dengan penelitian Achmad yaitu subyek penelitian Achmad di
Baitul Maal Wat Tamwil dengan meneliti implementasi akad
mudharabah. Sedangkan peneliti meneliti sistem bagi hasil akad
mudharabah peternak sapi.

8. Penelitian Yenni Mardasari yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil Mawah
Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam
Perspektif Akad Mudharabah ”. Tujuan penelitian ini adalah yakni 1)
mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu di
kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum, 2)
menggambarkan pertanggungan risiko dalam perjanjian bagi hasil mawah
lembu antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu, 3)
mendeskripsikan konsep mudharabah terhadap perjanjian bagi hasil

mawah lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.**

» Achmad Wahyu Brilliyanto, “Implementasi Akad Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Mitra Mandiri Wonogiri” (Skripsi -- Universitas Sebelas Maret, 2016).

** Yenni Mardasari, “Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo
Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Mudharabah” (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh, 2018).
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Persamaan penelitian yenni dengan peneliti adalah sama-sama meneliti
bagi hasil lembu atau sapi dengan akad mudharabah . Selain itu juga
metode yang digunakan yakni analisis deskriptif dengan cara perolehan
data melalui wawancara yang kemudian dianalisis dalam bentuk uraian
berdasarkan hasil temuan. Perbedaannya dengan peneliti adalah peneliti
meneliti implementasi bagi hasil peternak sapi, sedangkan penelitian
Yenni meneliti perjanjian bagi hasil yang mencakup pelaksanaan
perjanjian, pertanggungan risiko dalam perjanjian dan konsep

mudharabah terhadap perjanjian.

E. Tujuan Penelitian

Adanya batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi

pada kelompok ternak di Dusun Pilanggot.

. Untuk mengetahui praktik bagi hasil ternak sapi tersebut apakah sudah

sesuai dengan sistem mudharabah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan

dapat memberi pemahaman serta pengetahuan bagi masyarakat pada

umumnya dan peneliti pada khususnya. Oleh karena itu kegunaan penelitian

ini yakni:
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1. Kegunaan teoretis

a) Menyumbang ilmu pengetahuan baru mengenai bagi hasil
mudharabah .

b) Penelitian ini akan menjadi acuan bagi peneliti lain mengenai
implementasi sistem bagi hasil.

2. Kegunaan praktis

a) Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah informasi bagi para
peternak sapi khusunya kelompok ternak di Dsn. Pilanggot Ds.
Wonokromo Kec. Tikung mengenai implementasi sistem bagi hasil
ternak sapi.

b) Penelitian ini dapat memberikan wawasan pada masyarakat
khususnya pemodal dan pengelola ternak sapi yang menerapkan
sistem bagi hasil pada usahanya.

c) Untuk memenuhi tugas akhir dengan tujuan dapat memberikan
pengetahuan dibidang ekonomi syariah khususnya bagi hasil

mudharabah .

G. Definisi Operasional
Agar lebih mudah memahami beberapa istilah dalam skripsi ini, maka
diperlukan definisi operasional dari variabel yang berjudul “Implementasi
Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi dengan Konsep Akad Mudharabah” yaitu di

antaranya:
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1. Implementasi bagi hasil
Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut
Mulyasa dalam Kholid implementasi merupakan proses untuk
melaksanakan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan
praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan,
pengetahuan, keterampilan maupun nilai sikap.”” Menurut Nurdin Usman,
implementasi adalah aktivitas, tindakan, aksi atau mekanisme suatu
sistem. Implementasi tidak sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang
terencana untuk mencapai suatu tuj van.*®
Secara operasional, implementasi merupakan penerapan dalam
melaksanakan aktivitas bagi hasil. Penelitian ini meneliti bagaimana
penerapan atau sistem bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh peternak
dan pemodal di Dusun Pilanggot Desa Wonokromo mulai dari mereka
melakukan akad, pengelolaan, sampai sapi tersebut dijual dan
keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak.
2. Sistem Bagi Hasil
Bagi hasil secara terminologi merupakan profit sharing atau

diartikan sebagai pembagian laba. Sistem bagi hasil adalah landasan

» Kholid Muhammad Al Annas, “Implementasi Bahan Ajar Modul Unit Kegiatan Belajar
Mandiri (UKBM) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1
Sidoarjo” (Skripsi — UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 15.

* Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Bandung: CV. Sinar Baru, 2002),
70.
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operasional utama bagi pembiayaan musyarakah atau mudharabah dalam
lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.*’

Secara operasional, sistem bagi hasil dalam peternakan adalah
pembagian laba antara pemodal dan peternak. Persentase bagi hasil pada
kelompok ternak di Dsn. Pilanggot berbeda-beda, yaitu 50:50, 60:40,
65:35 dan 70:30. Pembagian tersebut sesuai kesepakatan keduanya diawal
kerja sama sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dengan
pengelola, dimana seluruh dana dari pemilik modal dan keuntungan usaha
dibagi menurut akad perjanjian, jika mengalami kerugian ditanggung oleh
pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan dari kelalaian
pengelola.”®

Dalam penelitian ini, secara operasional akad mudharabah
digunakan sebagai patokan dalam penerapan sistem bagi hasil ternak sapi
yang dilakukan oleh anggota kelompok ternak di Dusun Pilanggot apakah
sistem tersebut sudah sesuai dengan mudharabah atau belum, mulai dari
syarat, rukun serta prinsip mudharabah. Prinsip tersebut mencakup prinsip
berbagi untung dan rugi, prinsip kepercayaan dan amanah, prinsip kehati-

hatian, prinsip kejelasan dan prinsip keadilan.

7 Tatik Amalia, “Implementasi Sisstem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah”
(Skripsi - IAIN Purwokerto, 2017), 13.
* Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 151-152.



20

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
kegunaan dan tujuan tertentu.” Jenis penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain.*
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan yaitu data yang diperoleh untuk menjawab
rumusan masalah.’’ Pada penelitian ini data yang dikumpulkan berupa:
a) Data primer yaitu data yang diambil dari sumber primer. Data
primer didapat dari peternak, pemodal, dan ketua kelompok ternak.
b) Dari sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, situs internet,
serta buku-buku yang berkaitan dengan implementasi sistem bagi
hasil ternak sapi dengan konsep akad mudharabah.
2. Sumber Data
Sumber data yaitu sumber darimana data diperoleh, baik primer
maupun sekunder. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:
a) Sumber Data Primer
Sumber data primer yaitu sumber yang memberikan data yang
berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang didapat dari

sumber pertama yang meliputi:

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011),
6.

3! Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSA, 10.
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1) Ketua kelompok ternak
2) Pemodal
3) Pengelola

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang memberikan
informasi secara tidak langsung seperti dokumen. Dalam penelitian
ini peneliti memerlukan data anggota kelompok ternak.

Selain itu, sumber data sekunder lainnya dalam penelitian ini
diambil dari artikel, buku, jurnal, literatur, serta situs dari internet
yang berhubungan dengan penelitian.’> Sumber data sekunder pada
penelitian ini antara lain:

1) Data anggota kelompok ternak Dsn. Pilanggot
2) Literatur tentang akad mudharabah.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data
secara nyata yang dilakukan dalam penelitian.Dalam penelitian ini,
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.
a) Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati

langsung di lapangan. Mulai dari pengelola melakukan kerjasama

dengan pemodal hingga pembagian keuntungan. Dalam metode ini

*Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2009), 137.
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peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung
mengenai implementasi bagi hasil ternak sapi.
b) Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data guna mendapatkan
informasi untuk tujuan peneltian dengan cara tanya jawab antara
pewawancara dan informan.”® Wawancara dilakukan kepada beberapa
informan, di antaranya:
1) Ketua kelompok ternak
2) Pemodal
3) Pengelola
¢) Dokumentasi
Menurut Winarno dalam Nanda dokumentasi adalah usaha
memperoleh data tentang suatu hal yang bersifat variabel yakni
berupa buku, transkip, catatan, dan lain sebagainya. Dokumentasi
pada penelitian ini untuk memastikan keabsahan identitas kelompok
ternak Dsn. Pilanggot.34
d) Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang
diambil dari kepustakaan dengan cara mengumpulkan teori dari
beberapa ahli yang berkesinambungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

*Nur Husna, “Implementasi Akad Mudharabah...”, 39.
* Nanda Rizki Amaliyah, “Preferensi Pedagang Pasar Pogot Menjadi Anggota BMT Al Fithrah
Mandiri Syariah Surabaya” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 22.
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a) Editing, yakni mengecek ulang untuk memastikan kejelasan dan
kelengkapan dari data yang terkumpul.

b) Organizing, merupakan tahap menyusun ulang data yang didapat
secara sistematis untuk memudahkan dalam analisis data.

c) Penemuan hasil, yakni menganalisis data yang ditemui di lapangan
agar dapat menyimpulkan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan,
sehingga dapat menjawab rumusan masalah diatas.”

5. Teknik Analisis Data
Tahap selanjutnya yakni menganalisis dengan metode deskriptif
kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis data yang
berdasarkan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara secara

lisan.>¢

Kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan pola pikir
deduktif yakni cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke dalam
kesimpulan yang sifatnya khusus.

Dalam tahap analisis ini, peneliti mendeskripsikan implementasi
sistem bagi hasil ternak sapi dengan konsep akad mudharabah di
kelompok ternak Dsn. Pilanggot sehingga memperoleh hasil apakah
praktik sistem bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan

kedua pihak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam khususnya

pada akad mudharabah.

3 1bid, 23.
3% 1bid, 23.
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Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman, penelitimendeskripsikan beberapa
bab pembahasan, yakni:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi sistem bagi hasil dengan konsep akad Mudharabah
yang membahas tentang pengertian mudharabah, landasan hukum
mudharabah, rukun mudharabah, syarat mudharabah, macam-macam
mudharabah, hak dan batasan pengelola, prinsip mudharabah, dan sistem
mudharabah .

Bab ketiga berisi mengenai hasil penelitian yang mencakup gambaran
secara umum tentang keadaaan Dusun Pilanggot, sosial pendidikan, sosial
ekonomi serta implementasi sistem bagi hasil ternak sapi di Dsn. Pilanggot
Ds. Wonokromo Kec. Tikung.

Bab keempat membahas analisis implementasi sistem bagi hasil ternak
sapi ditinjau dengan akad mudharabah di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo
Kec. Tikung.

Bab kelima yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BABII
SISTEM BAGI HASIL DENGAN KONSEP AKAD MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau
berjalan. Menurut Zuhaily dalam Ismail Nawawi, Mudharabah adalah akad
kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik dana yang
menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola.

Keuntungan yang diperoleh dari akad mudharabah tersebut akan
dibagi menurut kesepakatan yang disetujui dalam kontrak dan biasanya
dalam bentuk presentase (nisbah). Jika dalam usaha tersebut mengalami
kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan
kelalaian pengelola. Tetapi apabila kerugian itu disebabkan kelalaian
pengelola, maka pengelola yang harus menanggungnya.'

Secara terminologi menurut ulama figh mazhab Hanafiyah
Mudharabah merupakan perserikatan dalam mencari keuntungan dengan
modal dari salah satu pihak dan pekerjaan atau usaha dari pihak lain.
Sedangkan menurut mazhab Syafi’iyah menyatakan Mudharabah yakni
suatu akad yang menyerahkan modal pada pihak lain guna menjalankan
usaha dengan hasil keuntungan dibagi kedua belah pihak. Meskipun Imam
Syafi’i ini telah menegaskan bahwa Mudharabah merupakan suatu akad,

akan tetapi ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan

" Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

25
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kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan
tentang cara pembagian keuntungan.’

Menurut mazhab Malikiyah Mudharabah  merupakan pemberian
modal untuk melakukan usaha yang diberikan kepada pengelola dengan
mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Dalam mazhab ini disebutkan
adanya batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam Mudharabah
cara pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak,
namun tidak menegaskan Mudharabah itu sebagai suatu akad (kontrak),
tetapi sebagai pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri.’

Sedangkan mazhab Hanabilah menurut Abdul Mu’iz dalam Yuni
menyebutkan bahwa Mudharabah merupakan penyerahan suatu modal
tertentu dengan jumlah yang jelas kepada orang yang menjalani usaha
dengan pembagian keuntungan tertentu. Dalam definisi mazhab Hanabilah
ini menyebutkan bahwa pembagian keuntungan antara dua orang yang
bekerja sama menurut yang mereka tentukan, akan tetapi beliau tidak
menyebutkan lafadz akad dan belum juga menyebutkan pesyaratan yang
harus dipenuhi pada dua orang yang melakukan akad.*

Mudharabah dalam fatwa DSN-MUI merupakan akad kerja sama

antara pihak pertama (shahibul mal) sebagai pemodal dengan pihak kedua

* Yenni Mardasari, “Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu...”, 18-19.
> Ibid.
* Ibid.
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sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan usaha sesuai kesepakatan
yang ditentukan dalam akad.’

Berdasarkan definsi di atas dapat disimpulkan bahwa Mudharabah
adalah suatu akad kerja sama antara pemodal dan pengelola. Dimana modal
finansial dari satu pihak sedangkan pihak lain memberikan tenaga.
Kemudian kedua belah pihak sepakat mengenai persentase dari hasil

keuntungan yang diperoleh.’

B. Landasan Hukum Mudharabah
Landasan hukum Mudharabah sudah disyariatkan dalam Alquran,
Hadits, Ijma dan Qiyas. Seperti dalam Firman Allah dalam Alquran surah

Al-Muzammil ayat 20:

@ ... /}w 5 e Os2iy gzjw 3 a):;;z; O9>153. ..

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah” ®

Dalam Hadits juga dijelaskan tentang landasan hukum Mudharabah
seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah

bersabda:

> DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Akad
Mudharabah”, DSN-MUI (19 September 2017), 3.

® Ibid.

7 Alquran, 73: 20.

¥ Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1983),
545.
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“Dan Malik menceritakan kepadaku dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari

ayahnya dari kakeknya “bahwa sesungguhnya Utsman bin ‘Affan

memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis (usaha) atas
dasar (dengan perjanjian) bahwa keuntungan dibagi diantara
keduanya.(HR. Malik)”

Ulama figh mendefinisikan Mudharabah  sebagai akad yang
dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama adalah pemilik modal dan pihak
kedua adalah yang menjalankan atau pengelola modal, keuntungan dibagi
bersama sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung
oleh pemilik modal, karena pengelola sudah menanggung di bidang jasa.
Dengan kata lain, jika pemilik modal menyerahkan harta kepada pengelola
untuk menjalankan modalnya, dan keuntungan akan dibagi bersama sesuai
kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung pemilik modal, maka

transaksi tersebut disebut dengan akad Mudharabah . Jadi yang diserahkan

adalah modal bukan manfaat.'’

C. Rukun Mudharabah
Para Ulama berbeda pendapat tentang rukun Mudharabah . Menurut
Ulama Hanafiyah rukun Mudharabah ada dua yaitu ijab dan qabul, yakni
melakukan ijab dan gabul menggunakan lafadz Mudharabah , muqaridhah,

muamalah, atau kata yang sama artinya.

° Malik, Al-muwatta’ dalam Mausu’ah al-hadis al-syarif, edisi ke-2 (Ttp: Global Software
Company, 1991-1997), Hadits no. 1996.

' Sugiyah Musafaah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),
145-146.
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Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun Mudharabah
ada tiga yaitu adanya dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal
(ma’qud), dan shigat (ijab dan qabul).

Ulama Syafi’iyah menjelasakan bahwa rukun mudhabarah dibagi
menjadi lima rukun, yaitu dua orang yang akad, shigat, modal, laba, dan
pekerjaan.'! Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai rukun
Mudharabah dapat dirangkum antara lain sebagai berikut :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, dalam hal ini
adalah pemodal.

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang atau pengelola.

3. Akad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.

4. Maal, yaitu harta pokok atau modal.

5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

D. Syarat Mudharabah
Agar menjadi akad yang sah maka harus memenuhi beberapa syarat
sebagai berikut:

1. Modal yang diserahkan berupa uang. tidak sah jika yang diserahkan
berupa harta benda seperti emas dan peran yang masih tercampur dan
masih berbentuk perhiasan.

2. Pemodal mengucapkan ijab dan pengelola mengucapkan qabul.

3. Harus jelas bagian bagi hasilnya antara pemodal dan pengelola.

' Rahmat Syafei, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.
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4. Modal dan hasil yang akan dibagi dibedakan dengan jelas."

E. Macam-macam Mudharabah
Mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu Mudharabah mutlak
(al-mutlaq) dan Mudharabah terikat (al-muqayyad). Yang mana berbeda
sistem dan pembagian tugas dan keuntungan, beberpa Mudharabah tersebut
antara lain:
1. Mudharabah mutlaq
Akad kerja sama yang dalam penyerahan modalnya tanpa memberikan
batasan, seperti ucapan contoh : “Saya serahkan uang ini kepadamu
untuk usaha, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-
masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain”.
2. Mudharabah mugqayyad
Akad kerja sama yang dalam penyerahan modalnya dengan memberikan
batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah
tertentu atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari seseorang

tertentu, dan lain-lain.

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad memperbolehkan memberi
batasan waktu dan orang, tetapi Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah
malarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun memperbolehkan akad

apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang. Seperti “Usahakan modal

"2 Muhammad Y azid, Ekonomi Islam...,158.
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ini mulai bulan depan”, sedangkan Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah

melarangnya.'’

F. Prinsip-Prinsip Mudharabah

Berikut merupakan prinsip-prinsip Mudharabah diantaranya adalah:

1. Prinsip berbagi untung dan rugi antar kedua belah pihak
Kaitannya dalam pembagian keuntungan dalam sistem Mudharabah dan
kerugian dibagi atas dasar porsi dan kontribusinya, untuk pemodal
menanggung keuntungan dan kerugaian dalam bentuk modal atau
finansial, sedangkan pengelola menanggung kerugian yang berupa tenaga
dan waktu, keuntungan sendiri akan diberikan jika sudah tertutup modal
awal yang diserahkan sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai porsi
kecuali ada unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian tersebut,
sehingga pengelola tidak berhak mendapatkan bagian.

2. Prinsip kepercayaan dan amanah
Kepercayaan menjadi dasar dalam akad Mudharabah jika tidak ada lagi
unsur kepercayaan dalam sistem akad tersebut maka dapat mengkhiri
akad atau perjanjian tersebut, dan tentu saja kepercayaan ini harus terus
diajaga dengan amanah untuk menjaga dan mengelola barang tersebut
dengan baik.

3. Prinsip kehati-hatian
Kehati-hatian menjadi dasar bagi pihak pemodal dan penegelola dalam

melakukan akad kerjasama, bagi pihak pemodal kehati-hatian dalam

'* Rahmat Syafei, Figih Muamalah..., 227.
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menaruh kepercayaan dalam memberikan modalnya untuk dikelola,
sedangkan pengelola haruslah berhati-hati akan barang titipan yang
dikelolanya karena itu merupakan bentuk kepercayaan penuh yang
diberikan kepadanya.

4. Prinsip kejelasan
Kejelasan yang menyangkut besarnya kontribusi modal, syarat-syarat
perjanjian, pembagian keuntungan, kerugain serta kejelasan waktu
berlangsungnya perjanjian.."

5. Prinsip keadilan
Prinsip keadilan dalam Islam mencakup 3 hal yaitu distribusi kekayaan
yang adil dan merata, penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir miskin, dan
perlindungan kepada yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang
kuat.'”Keadilan tidak selalu berarti persamaan akan tetapi keadilan adalah
tawazun (keseimbangan) antara kedua belah pihak. 8
Keadilan dalam mudharabah terletak pada pembagian nisbah bagi hasil
yang harus berlandaskan kesetaraan dalam mendapatkan keuntungan

sesuai dengan porsi dan kontribusi serta tanggung jawab yang

dibebankan.!”

' Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik (Bandung: PT Refika Aditama,
2015), 78-81.
"> Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2012), 45.
' Muhammad Nurbadruddin, “Prinsip Keadilan dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah
Pada Bank Syariah” (Skripsi — UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 12.
17 Ths

Ibid, 13.
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G. Hak dan Batasan Pengelola
Dalam pelaksanaan Mudharabah, pengelola mempunyai hak dan
batasan yang harus dipatuhi yaitu:
1. Hak Pengelola

Pengelola mempunyai hak dalam akad Mudharabah, seperti nafkah
(biaya hidup) dan keuntungan yang telah disepakati dalam akad. Para
Ulama berbeda pendapat dalam hal hak pengelola atas aset Mudharabah
untuk kebutuhan hidup, baik ketika di rumah atau dalam perjalanan.

Imam Syafi’i berpendapat pengelola tidak berhak mendapatkan
nafkah dari aset Mudharabah, baik di rumah atau dala perjalanan.
Karena, pengelola nantinya akan mendapatkan bagian dari keuntungan.
Pengelola juga tidak berhak atas manfaat lain dari akad Mudharabah.
Apabila nafkah ini menjadi syarat dalam kontrak maka akad
Mudharabah hukumnya fasid.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapatbahwa seorang
pengelola hanya berhak mendapat nafkah jika dalam perjalanan.
Mazhab Hanabilah memberi keleluasaan yakni pengelola berhak
mendapat nafkah baik di rumah atau dalam perjalanan dan boleh
dijadikan syarat dalam akad. Selain nafkah, pemodal juga berhak
mendapat keuntungan dari kerja sama tersebut. Keuntungan akan dibagi
setelah pengelola menyerahkan aset tersebut secara utuh.

Menurut Ulama Syafi’iyah, Hanafiyah dan Malikiyah, pengelola

berhak mendapat bagian dari hasil bisnis tersebut tanpa harus dihitung
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dari keuntungan (revenue sharing). Tetapi mayoritas ulama sepakat
bahwa pengelola harus mengembalikan pokok harta pemodal. Jika masih
ada keuntungan maka akan dibagi seusai kesepakatan (profit sharing)."®
2. Batasan Pengelola
Batasan pengelola berbeda-beda tergantung Mudharabah muthlaq
atau muqayyad, batasan Mudharabah antara lain:
a) Mudharabah muthlaq
Menurut Ulama Hanafiyah jika Mudharabah mutlaq pengelola
berhak menentukan usaha atas modal tersebut yang menjurus pada
pendapatan laba, seperti jual beli. Menurut Ulama Malikiyah
pengelola idak boleh membeli barang dagangan melebihi modal
yang diberikan dan pengelola tidak menggunakan modal selain
untuk Mudharabah , juga tidak boleh mencampurkan dengan harta
miliknya atau harta orang lain.

Menurut Hanafiyah pengelola diperbolehkan menyerahkan
modal tersebut kepada pengelola lain atas izin dari pemodal.
Modal tersebut masih dalam tanggung jawab pengelola. Jika
terdapaat keuntungan maka akan dibagi antara pemodal dan
pengelola sesuai yang disepakati. Kemudian bagian yang diterima
pengelola akan dibagi dengan pengelola yang kedua.

Ulama Syafi’iyah tidak memperbolehkan modal tersebut

diberikan atau diserahkan kepada pengelola lain, baik dalam hal

'® Tsmail Nawawi, Fikih Muamalah..., 144.
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usaha, maupun keuntungan, walaupun mendapatkan izin dari
pemodal.
b) Mudharabah muqgayyad

Secara umum aturan yang terdapat dalam Mudharabah muqayyad

sama dengan Mudharabah muthlaq. Tetapi ada beberapa beberapa

pengecualian antara lain:

1) Penentuan tempat
Jika pemodal menentukan sebuah tempat maka pengelola harus
melakukan usahanya pada tempat tersebut. Apabila pengelola
melakukan usaha bukan pada tempat yang ditentukan maka dia
harus bertanggung jawab atas modal dan kerugiannya.

2) Penentuan orang
Ulama Hanabilah dan ulama Hanafiyah memperbolehkan
pemodal menentukan orang yang harus dibeli barangnya atau
kepada siapa harus menjual barangnya, tetapi ulama Syafi’iyah
dan Malikiyah melarang adanya syarat tersebut karena bisa
mencegah pengelola untuk mencari pasar yang sesuai dan
menghambat dalam meraih keuntungan.

3) Penentuan waktu
Ulama Hanafiyah dan hanabilah meperbolehkan pemodal
menentukan jangka waktu, jika melewati waktu yang
ditentukan maka akad tersebut batal. Adapun ulama Syafi’iyah

dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut dikarenakan
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dalam memperoleh laba tidak bisa dalam waktu yang sebentar

atau waktu tertentu.'

H. Sistem Bagi Hasil Mudharabah®®
Mudharabah  sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan

kemaslahatan dan penyelesaian terhadap sistem bagi hasil yang ada di

masyarakat termasuk salah satu maqashid syariat yaitu kemaslahatan, yakni

menjaga agar tidak menimbulkan hal yang negatif dan mendorong untuk
mengembangkan agar menjadi lebih baik dan produktif serta bermanfaat
bagi yang membutuhkan. Sistem Mudharabah antara lain:

1. Besarnya keuntungan atau nisbah bagi hasil harus sesuai berdasarkan
kesepakatan oleh para pihak yang menjalin kontrak.

2. Pembagian keuntungan harus berdasarkan ukuran presantase dan bukan
dari jumlah nominal yang ditentukan.

3. Pemodal dalam hal ini hanya akan menanggung kerugian sebesar dana
yang sudah diinvestasikan, sedangkan risiko penegelola hanya
menanggung risiko atas kegagalan pengelolaan dana Mudharabah saja
dan tidak harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut.

4. Sebagai pengelola diperbolehkan melakukan berbagai macam usaha yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya

termasuk melakukan akad Mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi

' Rachmat Syafei, Figih Muamalah..., 231-233.

* Hermansyah, “Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip Mudharabah pada Bank
Syariah di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000”, Jurnal Hukum
Mimbar Justitia, No. 1, Vol. 4 (Juni 2018), 43-62.
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lain sebagai seorang wali amanah haruslah berhati-hati serta bijaksana
dan mempunyai itikad dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang
timbul akibat kelalaian dan kesalahannya.

. Berdasarkan dari hasil pengelolaan dana Mudharabah, pengelola akan
memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang
telah disepakati dalam akad awal. Dalam mengelola dana tersebut
pengelola tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan
disebabkan kelalainnya, tetapi apabila yang terjadi adalah atas kelalaian
maka harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

. Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana menjadi tanggung jawab
pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
Disamping itu pengelola tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah
keuntungan tanpa persetujuan dari pemodal.

. Apabila pengelola dalam hal ini melakukan pelanggaran atas setiap
kesepakatan terhadap akad Mudharabah maka kerugian yang timbul

harus menjadi tanggung jawab pengelola.



BAB III

IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI KELOMPOK

TERNAK DI DUSUN PILANGGOT

A. Kondisi Geografis dan Demografis Dusun Pilanggot

1.

Letak dan batas wilayah'

Dusun Pilanggot merupakan bagian dari Desa Wonokromo
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Sebuah dusun kecil yang
terletak di wilayah bagian selatan kota Lamongan. Nama Dusun
Pilanggot menurut cerita turun temurun diambil dari kata Pilang dan
Got, Pilang yaitu nama sebuah pohon yang ada di dalam got atau
selokan. Dalam pemerintahan, Dusun Pilanggot dipimpin oleh Kepala
Dusun dibantu oleh RT dan RW. Masyarakat Dusun Pilanggot memiliki
rasa sosial yang tinggi, mereka selalu mengadakan gotong royong untuk
membersihkan dusun. Sebelah utara Dusun Pilanggot berbatasan dengan
Dusun Tlogogede, sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Kanoman,
sebelah timur berbatasan dengan Dusun Mojokerep, sebelah barat
berbatasan dengan Dusun Jatilangkir.

Keadaan Desa dan Jumlah Penduduk®

Masyarakat Dusun Pilanggot berjumlah 494 jiwa yang terdiri dari
laki-laki berjumlah 211 dan peremp uan berjumlah 283 dari 137 KK.
Luas wilayah Dusun Pilanggot adalah 312 ha yang meliputi sawah,

tegalan dan pekarangan.

! Khoirul Anam, Wawancara, Lamongan, 10 Agustus 2019.

2 Ibid.
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3. Ekonomi dan Pendidikan’

Dalam hal ekonomi, mayoritas masyarakat Dusun Pilanggot
bekerja sebagai petani dan peternak. Banyak juga yang bertani dan
mempunyai ternak dirumah mereka. Dusun Pilanggot juga dikenal
dengan sebutan kampung sapi, dikarenakan banyaknya peternak sapi di
Dusun kecil ini. Namun profesi dan latar belakang pendidikan
masyarakat Dusun Pilanggot cukup berfariatif untuk lebih jelasnya
dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.1

Pekerjaan masyarakat di Dusun Pilanggot

No. Profesi Jumlah

1. Petani 220

2. Guru 3

3. Wiraswasta 61

4. Ibu rumah tangga 97
Jumlah 409

Sumber : Data Dokumentasi Lapangan Dusun Pilanggot.

Berdasarkan tabel di atas sebagaian besar profesi masyarakat
didominasi oleh petani dan sisanya diikuti profesi guru, wiraswasta dan
ibu rumah tangga, kemudian dalam hal tingkat pendidikan juga cukup

berfariatif, berikut data pendidikan di Dusun Pilanggot:

3 Ibid.
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Tabel 3.2
Tingkat pendidikan di Dusun Pilanggot

No. Pendidikan Jumlah
1. Strata 2 (S2) 1
2. Strata 1 (S1) 25
3. SMA 96
4. SMP 124
&Y SD 163
Jumlah 409

Sumber : Data Dokumentasi Lapangan Dusun Pilanggot.

B. Sekilas Tentang Kelompok Ternak Dusun Pilanggot
1. Kelompok Ternak di Dusun Pilanggot®

Desa Wonokromo merupakan salah satu daerah sentra produksi
padi dan jagung di Kabupaten Lamongan. Sebagai salah satu produsen
beras tentunya di Desa ini banyak limbah pengolahan beras yang berupa
dedak padi, jerami padi, dan jagung yang dapat dimanfaatkan sebagai
salah satu bahan komponen pakan sapi.

Melihat potensi tersebut maka masyarakat peternak di Dusun
Pilanggot sepakat untuk membentuk kelompok ternak agar cara mereka
berternak sapi lebih baik lagi. Kelompok ternak di Dusun Pilanggot
mulai dibentuk pada tanggal 1 mei 2009 yang beranggotakan 20 orang
yang diberi nama kelompok ternak Sumber Jaya. Kelompok ini juga

telah mendapat bimbingan dari dinas peternakan kabupaten Lamongan

4 Juri, Wawancara, Lamongan, 5 Agustus 2019.
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terkait cara pengolahan limbah pertanian menjadi pakan sapi potong
seperti amoniasi jerami padi, pembuatan pakan penguat berupa
konsentrat serta cara berternak sapi potong yang efektif dan efisien
lainnya.

Berdasarkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam
yang besar, maka diharapkan dengan adanya kelompok ternak ini adalah
meningkatnya populasi sapi potong sehingga ikut mensukseskan
program pemerintah yaitu tercapainya swasembada daging pada tahun
2014.

Dalam hal bagi hasil yang dilakukan oleh anggota kelompok
ternak Sumber Jaya ini belum ada aturan yang baku dari kelompok
ternak mengenai porsi bagi hasil yang disepakati, baik bagian untuk
pengelola maupun pemodal, semuanya diserahkan kepada masing-
masing orang yang melakukan bagi hasil ternak sapi.

Struktur Keanggotaan®
Susunan pengurus kelompok ternak di Dusun Pilanggot
Gambar 3.1

Strukur pengurus Kelompok Ternak Dusun Pilanggot

Sumber : Data Kelompok Ternak Dusun Pilanggot

S Tbid.

ketua
wakil ketua
Sekretaris| |Bendahara Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi
kesehatan | |pembibitan| | pemasaran | |permodalan| [Pengolahan
hewan | [& sapronak limbah
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3. Keterangan Struktur Organisasi :°

Ketua : Juri, Drs
Wakil ketua : Sampun
Sekretaris : Magrim
Bendahara : Sri Mulyo
Seksi kesehatan hewan : Retno
Seksi pembibitan & sapronak : Suraji
Seksi pemasaran . Arif
Seksi permodalan : Sutono
Seksi pengolahan limbah : Sakim

C. Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pada Kelompok Ternak di
Dusun Pilanggot
Bagi masyarakat Dusun Pilanggot yang mayoritas mata
pecahariannya sebagai petani, mempunyai ternak sapi adalah impian mereka
namun karena keterbatasan lahan dan kesibukan tidak semua orang bisa
merawat dan mempunyai ternak sendiri dalam hal ini ternak dijadikan
sebagai tabungan yang mana sapi bisa diandalkan jika sewaktu-waktu
mereka membutuhkan uang dan bisa dijadikan usaha sampingan ketika
mereka pulang dari sawah sambil mencari pakan ternak.
Dalam praktiknya kelompok ternak di Dusun Pilanggot melakukan

bentuk kerjasama dengan tidak memberi nama sistem mudharabah

% Ibid.
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melainkan dengan nama sistem paronan, istilah paronan digunakan untuk
sebutan kerjasama bagi hasil sapi meskipun dalam bahasa Indonesia paronan
yaitu separuh tidak semerta-merta pembagian dibagi 50 : 50 namun bisa
bermacam bagi hasilnya bisa berupa 60 : 40 ,65 : 35, 70 : 30. Oleh sebab itu
dalam memaparkan kondisi lapangan agar lebih mudah untuk dimengerti dan
dijelaskan maka bagi hasil ternak sapi ini dapat ditinjau dari beberapa hal
diantaranya akad, modal, resiko kerugian, pemeliharaan, bagi hasil dan
penjualan.

Berdasarkan beberapa hal yang ditinjau di atas berikut adalah
pemaparan sistem dan proses bagi hasil ternak sapi yang dilakukan di Dusun
Pilanggot :

1. Akad
Dalam temuan di lapangan akad kerjasama dilakukan secara lisan antara
pemodal dan pengelola, dimana dalam prosesnya melakukan
musyawarah antara pemodal dan pengelola mengenai pengelolaan,
perawatan dan sistem bagi hasil. Proses akad ini dilandasi atas
kepercayaan satu sama lain, akad kerjasama ini lebih dikenal masyarakat

Dusun Pilanggot dengan nama paronan.
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Tabel 3.3

Akad Bagi Hasil Ternak Sapi

Kelompok Ternak Dusun Pilanggot.’

Nama Status Keterangan

Suraji, Pengelola “Awalnya saya yang minta uang untuk
dibelikan sapi, yang saya jalani adalah

Narkin, sistem paronan “

Sardi, Pemodal “Awalnya itu orangnya yang minta
sapi kepada saya. Tidak ada batasan

Kasan waktunya sekiranya sudah gemuk ya
dijual. Sistem bagi hasilnya itu
paronan’

Sumber : Kelompok Ternak Dusun Pilanggot

Berdasarkan data di atas akad yang digunakan untuk bagi hasil sapi

berupa hewan sapi dimana sapi diberikan atau sengaja diminta dari

kedua belah pihak dengan maksud untuk kerjasama dengan akad yang

dikenal masayarakat Dusun Pilanggot dengan nama paronan.

2. Modal

Bentuk modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola dilakukan

dalam dua bentuk yakni berupa modal sapi dan berupa modal uang,

seperti keterangan berikut:

a) Bentuk pemberian modal dalam sistem bagi hasil sapi berupa

pemberian berupa uang dimana pengelola meminta sejumlah uang

7 Suraji, Wawancara, Lamongan, 11 Agustus 2019 ; Narkin, Wawancara, Lamongan, 5 Agustus
2019 ; Sardi, Wawancara, Lamongan, 29 Agustus 2019 ; Kasan, Wawancara, Lamongan, 3

September 2019.
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kepada pemodal untuk dibelikan sapi dengan dasar persetujuan dua
belah pihak sebagaimana keterangan berikut:

“Awalnya saya yang minta uang untuk dibelikan sapi untuk dibagi
hasilnya dengan sistem paronan “*

b) Kemudian penyertaan modal selanjutnya adalah berupa pemberian
sapi secara langsung, seperti yang dikatakan Khoirul bahwa
“Awalnya itu orangnya yang minta sapi kepada saya. Tidak ada
batasan waktunya sekiranya sudah gemuk ya dijual”.’

Berdasarkan pernyataan tersebut bentuk modal awal yang
diberikan berupa uang dan berupa sapi, modal uang diberikan
kepada pengelola untuk dibelikan sapi kemudian ada yang berupa
modal sapi yang langsung diberikan oleh pemodal.

3. Resiko Kerugian

Dalam temuan di lapangan resiko kerugaian tidak dipungkiri bisa

terjadi, namun resiko yang kerugian yang terdapat dalam sistem bagi

hasl sapi kelompok ternak Dusun Pilanggot tidak ditentukan dan
dibahas pada waktu awal akad hal ini disebabkan pemodal sepenuhnya
percaya kepada pengelola, terlebih pengelola juga tidak menjelaskan bila
terjadi resiko kerugian yang terjadi ketika merawat ternak sapi, seperti

halnya disampaikan oleh narasumber berikut:

¥ Siren, Wawancara, Lamongan, 5 Agustus 2019.
? Khoirul, Wawancara, Lamongan, 8 September 2019.
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Tabel 3.4
Resiko kerugian bagi hasil sapi

Kelompok ternak Dusun Pilanggot.'

Nama Status Keterangan

Suraji, Noto, | Pengelola | “Jika rugi itu tergantung yang punya
sapi mau dikasih bagian atau tidak,
karena saya pernah merawat sapi dan
rugi ya tidak dikasih apa-apa tapi tidak
sampai disuruh membayar kerugian”

Samikan

Khoirul, Pemodal | “Kalau rugi ya tetap dikasih yang
Hernawati ngelola sebagai ganti tenaganya tapi
itu seikhlas saya’.

Sumber : Data Kelompok Ternak Dusun Pilanggot

Berdasarkan keterangan di atas, ketika terjadi kerugian terhadap
sapi seperti harga jual sapi turun atau karena kelalaian pengelola, maka
pengelola tidak mendapat bagian tetapi pemodal hanya memberikan
hibah atas jeripayah pengelola dan juga ada yang tidak memberi sama
sekali.

4. Sistem bagi hasil
Bagi hasil yang diterapkan di Dusun Pilanggot cukup berfariatif setiap
anggota kelompok ternak Dusun Pilanggot yang melakukan kerjasama

bagi hasil sapi, berikut keterangan pembagian bagi hasil yang diterapkan:

"Suraji, Wawancara, Lamongan, 11 Agustus 2019 ; Noto, Wawancara, Lamongan, 10 Agustus
2019 ; Samikan, Wawancara, Lamongan, 20 Agustus 2019 ; Khoirul, Wawancara, 8 September
2019 ; Hernawati, Wawancara, 9 September 2019.
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Tabel 3.5

Sistem bagi hasil ternak sapi

Kelompok ternak Dusun Pilanggot.'!

Nama Status Keterangan

Narkin | Pengelola “Persentase bagi hasilnya rata 50:50. Menurut
saya sebenarnya bagi hasil tersebut belum
sesuai tapi bagaimana lagi yang punya sapi
mintanya dibagi rata"

Ghofar | Pemodal “Bagi hasil nya 70 : 30 yang saya dapat 30%.
Menurut saya sudah lumayan”

Samikan | Pengelola “Pembagiannya 65:35, yang 65 untuk saya
dan 35 untuk yang punya sapi, menurut saya
pembagian segitu sudah sesuai”

Salimah | Pemodal “Sistem bagi hasilnya itu 60:40, menurut saya
sudah sesuai’.

Sumber : Data Kelompok Ternak Dusun Pilanggot

Berdasarkan beberapa keterangan di atas menunjukkan pola bagi hasil

yang berbeda-beda dari setiap pemodal dan pengelola yang melakukan

bagi hasil, antara lain:

Tabel 3.6
Porsi Bagi Hasil
Kelompok Ternak Dusun Pilanggot.
Bagi hasil Keterangan
50:50 50 untuk pengelola 50 untuk pemodal
70 : 30 70 untuk pengelola 30 untuk pemodal
65 : 35 65 untuk pengelola 35 untuk pemodal
60 : 40 60 untuk pengelola 40 untuk pemodal

Sumber : Data Kelompok Ternak Dusun Pilanggot

"Narkin, Wawancara, Lamongan, 5 Agustus 2019 ; Ghofar, Wawancara, Lamongan, 2 September
2019 ; Samikan, Wawancara, Lamongan, 20 Agustus 2019 ; Salimah, Wawancara, Lamongan,

29 Agustus 2019.
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Dari tabel diatas pembagian hasil 50 : 50, 60 : 40, 65 : 35, 60 : 40, 70:30
kemudian biaya rata-rata pemeliharaan sapi dengan rincian sebagai

berikut:

a) Rata-rata jangka waktu kerjasama sekitar 3-6 bulan.

b) Dalam satu bulan menghabiskan 45 kg dedak seharga Rp 3.000 per kg.

c) Untuk penggunaan garam dalam sebulan menghabiskan 10 kg dengan
harga per kg Rp 2000.

d) Keperluan di atas ditanggung oleh pengelola.

e) Biaya untuk pengobatan sapi jika terkena penyakit atau suntik untuk

kawin sebesar Rp. 80.000 ditanggung oleh pemodal.

Jika dihitung perincian penggunaan biaya untuk perawatan sapi
dalam waktu 6 bulan adalah sebagai berikut:
a) Menghabiskan dedak sebanyak 270 kg dengan harga per kg Rp. 3000,
maka pengelola mengeluarkan biaya Rp. 8§10.000.
b) Menghabiskan garam sebanyak 60 kg dengan harga per kg Rp. 2000,
maka pengelola mengeluarkan biaya Rp. 120.000.
c) Biaya untuk pengobatan sapi jika terkena penyakit atau suntik untuk
kawin sebesar Rp. 80.000 yang ditanggung oleh pemodal.
Jika harga beli sapi (modal) sebesar Rp. 16.000.000 kemudian
dirawat dalam waktu 6 bulan dan dijual maka akan terjual seharga Rp.
20.800.000. Laba dari hasil penjualan sebesar Rp. 4.800.000 yang akan

dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak diawal akad. Total biaya
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yang dikeluarkan oleh pengelola sebesar Rp. 930.000, sedangkan pemodal
menanggung biaya pengobatan sapi sebesar Rp. 80.000.

Berdasarkan perhitungan di atas maka bisa dilihat porsi bagi hasil
yang akan didapatkan oleh pihak pengelola dan pemodal sebagai berikut:

Tabel 3.7
Porsi Bagi Hasil Pengelola dan Pemodal

No. | Persentase Bagi Pengelola Pemodal
Hasil
1. 50:50 Rp. 2.400.000 Rp. 2.400.000
p) 70 : 30 Rp. 3.360.000 Rp. 1.440.000
3. 65 : 35 Rp. 3.120.000 Rp. 1.680.000
4. 60 : 40 Rp. 2.880.000 Rp. 1.920.000
Cara pemeliharaan

Bagi hasil sapi tentu berbeda dengan bentuk penegelolaan barang lainnya
karena pada dasarnya sapi adalah hewan ternak perlu diperhatikan
bagaimana cara pemeliharaan hewan ternak, dalam hal ini berupa sapi
sebagai modal untuk mengelola barang tersebut, berikut cara

pemeliharaan yang dilakukan di Dusun Pilanggot sebagai berikut:
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Tabel 3.8
Cara pemeliharaan bagi hasil sapi

Kelompok Ternak Dusun Pilanggot'?

Nama Status Keterangan
Rasid, Pengelola | “Tugas saya ya memberi minum,
membersihkan kotoran, memberi makan,
Noto membeli dedak dan garam”
Sardi, Pemodal | “Tugasnya kalau suntik itu tanggungan saya
Salimah kalau kena penyakit atau mau kawin suntik.”

Sumber : Data Kelompok Ternak Dusun Pilanggot
Berdasarkan keterangan di atas dapat diuraikan proses pemeliharaan bagi
hasil sapi di Dusun Pilanggot, antara lain sebagai berikut :

a) Ditempatkan disuatu kandang milik pengelola.

b) Membersihkan kotoran setiap pagi dan sore hari untuk menjaga
kebersihan kandang dan kesehatan sapi.

c) Memberi makan dan minum sapi serta memenuhi semua kebutuhan
sehari-hari.

d) Membeli dedak dan membeli garam yang akan membuat sapi selain
gemuk juga agar menjaga kesehatan sapi yang akan meningkatkan

kualitas sapi sehingga berdampak pada harga jualnya.

Dalam proses pemeliharaan tidak dapat dipungkiri bahwa hewan yang
dikelola juga bisa terkena penyakit sehingga kesehatannya terganggu, jika

sedang sakit otomatis harus diobati dengan cara memberikan suntik atau

12 Rasid, Wawancara, Lamongan, 6 Agustus 2019 ; Noto, Wawancara, Lamongan, 10 Agustus
2019 ; Sardi, Wawancara, Lamongan, 29 Agustus 2019 ; Salimah, Wawancara, Lamongan 29
Agustus 2019.
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obat, baik suntik untuk pengobatan atau kawin maka biaya akan
ditanggung oleh pihak pemodal.

Penjualan

Penjualan ini dilakukan atas dua dasar yakni jika kondisi sapi seperti
umur dan berat sudah dirasa cukup maka akan dijual, kemudian jika
diantara pihak kerjasama sedang membutuhkan uang maka sapi akan
dijual tentu dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini didasari
karena kerjasama ini dianggap sebagai tabungan :

Tabel 3.9
Penjualan bagi hasil

Kelompok Ternak Dusun Pilanggot."

Nama Status Keterangan

Narkin Pengelola | “Untuk waktunya terserah saya tidak
dibatasi, ketika saya butuh uang ya
dijual tidak apa-apa”

Sardi Pemodal “Tidak ada  batasan  waktunya
sekiranya sudah gemuk ya dijual”

Sumber : Data Kelompok Ternak Dusun Pilanggot.

Waktu Kerjasama

Waktu kerjasama antara pengelola dan pemodal di kelompok ternak
Dusun Pilanggot tidak menerapkan batasan waktu secara pasti namun
kalau sapi sudah siap jual dan sudah ada yang membeli maka waktu

kerjasama sudah selesai dan seperti halnya yang diungkapkan oleh:

" Sardi, Wawancara, Lamongan, 29 Agustus 2019 ; Narkin, Wawancara, Lamongan 5 Agustus

2019.
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Tabel 3.10

Waktu Kerjasam Baga Hasil Sapi

Kelompok Ternak Dusun Pilanggot.'*

Nama Status Keterangan
Kusen, | Pengelola “Waktu kerjasamanya tidak ditentukan.
Narkin Adanya sistem ini lumayan saya bisa
mendapatkan upah dari bagi hasil itu. Tidak
ada kendala selama 3 tahun ini”
Pemodal “Waktunya terserah yang ngelola saja saya
Salimah, tidak nentukan. Menurut saya bagi hasil
Paemo segitu sudah sesuai karena saya tahu tugas
pengelola ya berat”

Sumber: Data Kelompok Ternak Dusun Pilanggot

Dari keterangan diatas bahwa waktu kerjasama belum di tentukan secara

pasti, karena sangat bergantung dengan kondisi sapi apakah sudah siap

untuk dijual atau belum.

D. Pendapat Masyarakat Mengenai Bagi Hasil Ternak Sapi di Dusun Pilanggot

Masayarakat umum di Dusun Pilanggot melihat adanya sistem bagi

hasil ternak sapi yang sudah dilakukan sejak turun temurun dalam hal ini

pandangan dan pendapat bagi hasil ternak cukup berfariatif dikarenakan

awalnya bagi hasil ternak 50 : 50 namun serring berjalannya waktu pengelola

merasa kurang menutup biaya penegeloaan atau pemeliharaan sehingga

keuntungan yang diperoleh berat sebelah, terlebih adanya pihak luar Dusun

1 Kusen, Wawancara, Lamongan, 27 Agustus 2019 ; Narkin, Wawancara, Lamongan, 5 Agustus
2019 ; Salimah, Wawancara, Lamongan, 29 Agustus 2019 ; Paemo, Wawancara, Lamongan, 2

September 2019.
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Pilanggot yang menegelolakan ternaknya di masyarakat Dusun Pilanggot
yang menerapkan bagi hasil 60 : 40, 65 : 35 sampai dengan 70 : 30.

Dalam pembagian hasil sapi yang menurutunya sesuai dan
menguntungkan kedua belah pihak adalah 65 : 35 karena mengingat biaya
yang dikeluarkan oleh pemodal untuk membeli dedak dan garam tidak
sedikit terlebih tenaga yang dikeluarkan untuk proses pemeliharaan. Seperti
yang dikatakan oleh ketua kelompok terak berikut.

“Kalau menurut saya melihat porsi bagi hasil yang berbeda-beda
saya lebih condong yang 65 : 35 karena saya tahu sendiri bagaimana
proses perawatan sapi mulai dari awal sampai dijual itu butuh biaya
yang cukup banyak untuk membeli dedak dan garam serta dibutuhkan
tenaga ekstra mengingat saat ini harga jual sapi gak stabil, naik turun
dikarenakan kondisi sapi saat ini rawan terjena penyakit yang sampai
menyebabkan kematian sehingga resiko kerugian semakin besar oleh

karena itu tanggung jawab pengelola lebih besar. Sehingga porsi bagi

hasil yang di dapatkan pengelola dan pemodal itu harus sebanding
« 15

dengan apa yang menjadi tangungannya .
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil yang adil
menurut ketua kelompok ternak yakni 65:35 dengan mempertimbangkan
banyak hal seperti biaya perawatan, pakan, harga jual yang tidak stabil

hingga kondisi sapi yang tidak menentu. Pembagian hasil tersebut harus

sebanding dengan apa yang telah ditanggung masing-masing pihak.

15 Juri, Wawancara, Lamongan, 5 Agustus 2019.



BAB IV

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI PADA KELOMPOK
TERNAK DI DUSUN PILANGGOT DITINJAU DENGAN SISTEM
MUDHARABAH

A. Analisis Prinsip Akad Paronan pada Kelompok Ternak di Dusun Pilanggot
Setelah memahami teori bagi hasil ternak sapi dengan sistem akad
Mudharabah, berikut adalah analisis sistem paronan di Dusun Pilanggot:
1. Akad
Akad yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pilanggot dilakukan
secara lisan dengan cara musyawarah antara pemodal dan pengelola,
awalnya pemodal yang menawarkan kepada pengelola untuk merawat
sapinya atau pengelola yang meminta kepada pemodal untuk dibelikan
sapi kemudian salah satu pihak menyetujui, hal ini sudah sesuai dengan
syarat Mudharabah yaitu ijab dan gabul. Dalam proses tersebut juga
dijelaskan tentang persentase bagi hasil yang didapat nantinya dan juga
menjelaskan tanggungan baik dari tanggungan pemodal maupun
pengelola seperti pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan dan
perawatan sapi, dan pemodal menanggung biaya obat dan suntik sapi jika
terkena penyakit. Namun dalam akad ini tidak dijelaskan secara jelas
tentang resiko kerugian yang bisa saja terjadi.
Dalam hal ini akad paronan merupakan tradis turun temurun yang
hanya dilakukan secara lisan dan didasari atas kepercayaan satu sama

lain, agar tidak terjadi masalah maka perlu di buatkan sebuah akad

54
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tertulis yang memuat rincian pembagian tugas, berbagi keutungan dan
kerugian dimaksudkan agar kedua belah pihak sama-sama mengerti dan
tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Dalam akad ini sudah

sesuai dengan rukun dan syarat Mudharabah.

. Modal

Modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola dilakukan
dalam dua bentuk yakni berupa modal sapi dan berupa modal uang,
pemberian modal ini memang tergantung pada pemodal, sedangkan dalam
syarat Mudharabah modal dianjurkan dalam bentuk uang. Hal ini
dimaksudkan agar bisa diukur dan terdapat kejelasan. Modal yang
diberikan oleh pemodal yakni berupa :

a) Pemberian uang untuk dibelikan sapi. Hal ini sudah sesuai dengan
syarat karena dapat dinilai dan diukur serta terdapat kejelasan
besarnya modal yang diberikan.

b) Nominal uang berupa sapi yang dipastikan harganya. Pemberian
hewan yang diberikan oleh pemodal kepada pengelola meski
berbentuk sapi namun sudah disebutkan berapa harga atau nilai dari
sapi tersebut.

c) Menanggung biaya kesehatan sapi berupa obat dan suntik jika sapi
tersebut terkena penyakit atau suntik kawin jika sapi betina.

Lalu modal yang diberikan oleh pengelola yaitu berupa:

a) Menyediakan tempat untuk kandang sapi.
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b) Membersihkan kotoran setiap pagi dan sore untuk menjaga
kebersihan kandang dan kesehatan sapi.

c¢) Memberi makan dan minum serta memenuhi semua kebutuhan
sehari-hari.

d) Membeli dedak dan garam untuk campuran minum sapi yang akan
membuat sapi gemuk dan akan meningkatkan kualitas sapi sehingga
berdampak pada harga jualnya.

Dalam penyertaan modal ini tentu akan berhubungan dengan
pembagian keuntungan antara pemodal dan pengelola sesuai dengan
kontribusi yang diberikan kedua belah pihak.
3. Resiko Kerugian
Dalam akad bagi hasil paronan ini dalam temuan di lapangan
resiko kerugian tidak dipungkiri bisa terjadi, namun resiko yang kerugian
yang terdapat dalam sistem bagi hasil paronan di Dusun Pilanggot tidak
dijelaskan dan dibahas pada waktu awal akad, hal ini disebabkan pemodal
sepenuhnya percaya kepada pengelola, terlebih pengelola juga tidak
menjelaskan bila terjadi resiko kerugian yang terjadi ketika merawat sapi
seperti harga jual sapi turun, kondisi sapi tidak sehat atau karena
kelalaian pengelola.
Jika terjadi kerugian, maka pengelola tidak mendapat bagian
tetapi pemodal hanya memberikan hibah atas jeripayah pengelola dan
juga ada yang tidak memberi sama sekali. Resiko kerugian yang berupa

finansial ditanggung oleh pemodal dan resiko yang ditanggung pengelola
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yaitu berupa tenaga untuk merawat sapi tersebut dan juga biaya yang
sudah dikeluarkan untuk membeli dedak dan garam. Oleh karena itu hal
ini perlu ditegaskan dalam awal akad yang sesuai dengan prinsip berbagi
keuntungan dan kerugian serta prinsip kejelasan.
Sistem Bagi Hasil

Pembagian hasil yang diterapkan oleh anggota kelompok ternak
di Dusun Pilanggot cukup berfariatif, berikut keterangan persentase bagi

hasil yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola:

Bagi

Hasil Keterangan
50:50 50 untuk pengelola 50 untuk pemodal
70 : 30 70 untuk pengelola 30 untuk pemodal
65 :35 65 untuk pengelola 35 untuk pemodal
60 : 40 60 untuk pengelola 40 untuk pemodal

Dalam hal ini porsi bagi hasil yang akan didapat salah satu pihak
sudah jelas dan sesuai dengan syarat Mudharabah serta sudah memenuhi
prinsip Mudharabah yaitu berbagi keuntungan. Namun dalam pembagian
hasil ini bagi sebagian pengelola ada yang merasa dirugikan terutama
yang pembagian rata yaitu 50 : 50 karena biaya dan tenaga yang mereka
keluarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat, hal ini tidak

sesuai dengan prinsip keadilan.
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5. Waktu Kerjasama

Waktu kerjasama dalam akad paronan tidak ditentukan secara
pasti, waktu kerja sama akan berakhir apabila sapi sudah siap untuk
dijual, mengingat baik pengelola dan pemodal menganggap bagi hasil sapi
ini sebagai bentuk tabungan atau aset simpanan yang mereka miliki.
Waktu kerjasama ini bisa berakhir bisa disebabkan oleh pihak pemodal
dan pengelola, seperti ketika pemodal sedang ada suatu kebutuhan
tertentu sapi akan diminta untuk dijual sehingga waktu kerjasama
berakhir atau ketika pemodal merasa kondisi sapi sudah gemuk dan siap
untuk dijual maka akan dijual sesuai kesepakatan dan waktu kerjasama
akan berkabhir.

Kondisi seperti ini bisa memberikan keuntungan dan kemanfaatan
bagi kedua belah pihak. Hal ini akan berbeda jika waktu kerjasama
ditentukan = bila pengelola mendapat kebutuhan yang mendesak
sedangkan waktu kerjasama belum berkahir maka tidak akan bisa
dipergunakan. Ulama Syafiiyah dan Malikiyah pun melarang adanya
penentuan waktu, karena dalam memperoleh laba tidak bisa dalam waktu
yang sebentar atau waktu tertentu.

Kemudian dalam kategorinya sistem bagi hasil sapi paronan di
Dusun Pilanggot di kategorikan sebagai Mudharabah Muqgayyad karena
penentuan modal usaha yang diberikan itu jelas yaitu untuk dibelikan

sapi, waktu kerjasama tidak ditentukan namun ini sesuai dengan pendapat
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Ulama Syafiiyah dan Ulama Malikiyah yang melarang penentuan waktu

dalam Mudharabah Mugayyad.

B. Analisis Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi pada Kelompok Ternak di Dusun
Pilanggot

Kelompok ternak di Dusun Pilanggot melakukan bagi hasil yang
berbeda-beda, bagi hasil yang berbeda tersebut tidak terlepas dari proses
pemeliharaan dan besarnya kontribusi antara pengelola dan pemodal. Oleh
karena itu menjadi penting untuk mengetahui pembagian bagi hasil yang
dapat disesuaikan dengan besarnya kontribusi dan dapat diterima dikalangan
masyarakat.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil
Mudharabah besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak
yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam
pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah
keuntungan yang menjadi haknya. Dalam sistem paronan ini sudah sesuai
dengan sistem mudharabah karena porsi bagi hasilnya itu berdasarkan
presentase bukan jumlah nominal yang ditentukan diawal akad.

Selanjutnya adalah analisis persentase bagi hasil yang dilakukan oleh
pemodal dan pengelola di Dusun Pilanggot pada tabel 3.7 berdasarkan

kontribusi yang sudah diberikan dan teori mudharabah sebagai berikut:
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1. 50 : 50 (50% pengelola, 50% pemodal)
Dalam pembagian keuntungan di atas pengelola mendapatkan bagian
sebesar Rp. 2.400.000 dan pemodal mendapatkan Rp. 2.400.000. Biaya
perawatan yang sudah dikeluarkan oleh pengelola sebesar Rp. 930.000.
Upah tenaga untuk merawat sapi pada umumnya di Dusun Pilanggot
sebesar Rp. 400.000 per bulan, jadi dalam waktu 6 bulan adalah Rp.
2.400.000. Total biaya dan tenaga jika dihitung adalah Rp. 3.330.000,
jumlah tersebut tidak sebanding dengan bagian keuntungan yang
didapat oleh pengelola yakni hanya Rp. 2.400.000. Persentase
pembagian hasil ini belum dianggap sesuai karena pengelola dan
pemodal mendapat bagian yang sama, sedangkan beban dan tanggung
jawab pengelola lebih besar. Hal ini tidak sesuai prinsip keadilan dalam
pembagian hasil, karena pihak pengelola yang dirugikan.
2. 70 : 30 (70% pengelola, 30% pemodal)

Dalam pembagian keuntungan di atas pengelola mendapat bagian Rp.
3.360.000 dan pemodal mendapat bagian Rp. 1.440.000. Pembagian ini
pengelola mendapat bagian lebih banyak daripada pemodal. Pembagian
yang didapat pengelola sudah menutup biaya perawatan yang
dikeluarkan selama 6 bulan yakni sebesar Rp. 930.000 dan upah tenaga
pada umumnya sebesar Rp. 2.400.000, jika ditotal ialah sebesar Rp.
3.330.000. Bagian untuk pemodal juga sudah dirasa cukup karena

hanya menanggung biaya pengobatan saja. Hal ini sudah memenuhi
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prinsip keadilan karena sesuai dengan porsi dan kontribusi serta
tanggung jawab yang dibebankan.

. 65 : 35 (65% pengelola, 35% pemodal)

Dalam pembagian keuntungan di atas bagian yang didapat pengelola
sebesar Rp. 3.120.000 dan pemodal mendapat bagian sebesar Rp.
1.680.000. Bagian pengelola tersebut masih kurang untuk menutup
biaya yang dikeluarkan oleh pengelola sebesar Rp. 930.000 dan upah
untuk tenaganya sebesar Rp. 2.400.000 yang jika ditotal ialah Rp.
3.330.000. Hal ini tentu kurang sesuai dengan prinsip keadilan dalam
mudharabah, karena bagian yang didapat pengelola masih kurang
untuk munutup biaya yang sudah dikeluarkan dan merugikan pihak
pengelola.

. 60 : 40 (60% pengelola dan 40% pemodal)

Dalam pembagian keuntungan di atas pengelola mendapat bagian
sebesar Rp. 2.880.000 dan pemodal mendapat bagian Rp. 1.920.000.
Pembagian ini belum bisa dikatakan sesuai dengan prinsip keadilan
dalam pembagian hasil mudharabah karena pengelola mendapat bagian
yang tidak mencukupi untuk menutup biaya perawatan dan upah
tenaganya yang jika ditotal yakni sebesar Rp.v3.330.000. Sedangkan
bagian yang ia dapat hanya Rp. 2.880.000. Pihak pemodal mendapat
bagian yang banyak dan tidak sebanding dengan kontribusi yang

diberikan yakni pengobatan sapi.
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Dari penjelasan di atas pembagian bagi hasil sapi dengan sistem
paronan yang seharusnya dilakukan adalah 70 : 30 karena pembagian
keuntungan sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan yakni
pemodal berupa modal sapi dan biaya pengobatan, sedangkan pengelola
menanggung biaya pemeliharaan yang diambil dari bagian keuntungan
yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam bagi hasil
mudharabah yaitu fawazun atau keseimbangan dalam pembagian
keuntungan antara pihak pemodal dan pengelola tidak ada yang

dirugikan.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas mengenai sistem bagi hasil sapi kelompok
ternak di Dusun Pilanggot menggunakan akad Mudharabah yakni dalam
penyertaan akad masih berupa lisan, modal yang disertakan berupa uang dan
sapi, resiko kerugian belum di jelaskan secara detail, bagi hasil masing
masing dibagikan sesuai kesepakatan diawal dan penjualan dilakukan jika
kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya
kerjasama.

Kemudian dalam bagi hasil sapi kelompok ternak Dusun Pilanggot
menggunakan sistem Mudharabah dinilai dari rukun, syarat, prinsip, dan
sistem dapat dijelaskan sebagai berikut, untuk rukun sudah memenuhi yakni
berupa adanya pemodal dan pengelola yang melakukan kerjasama serta
berupa maal yaitu berupa modal. Selanjunya untuk syarat bagi hasil ternak
sapi Dusun Pilanggot sudah sesuai dengan syarat yang disebutkan mulai dari
akad, modal, ijab gabul dan pembagian hasil. Lalu untuk prinsip Mudharabah
bagi hasil sapi ini sebagian sudah memenuhi seperti mencari keuntungan,
kehatian-hatian dan amanah sedangkan dalam prinsip kejelasan ada beberapa
yang belum sesuai dengan prinsip ini yakni penjelasan tentang resiko yang
akan terjadi dalam bagi hasil sapi di kelompok ternak Dusun Pilanggot.
Kemudian dalam sistemnya sudah memenuhi seperti porsi bagi hasil sesuai

yang disepakati kedua belah pihak, pembagian keuntungan berupa presentase
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bukan nominal uang yang ditentukan diawal akad, kerugian finansial
ditanggung oleh pemodal serta biaya pengelolaan menjadi tanggung jawab
pengelola diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam
persentase bagi hasil sapi kelompok ternak di Dusun Pilanggot yang sesuai
adalah 70 : 30 karena pembagian tersebut sudah sesuai dengan besarnya
kontribusi yang diberikan oleh kedua belah pihak dan memenuhi prinsip

keadilan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran dan masukan untuk kelompok
ternak di Dusun Pilanggot yang melakukan bagi hasil sapi ini adalah dengan
membuat perjanjian tertulis yang di dalamnya menjelaskan syarat dan
ketentuan tertentu seperti pembagian hasil, proses, tangungan dan resiko bila
terjadi kerugian sehingga akad kerjasama dengan konsep Mudharabah ini

membawa manfaat dan berkah bagi kelompok ternak di Dusun Pilanggot.
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